BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut;

1. Pasal 53 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas belum sepenuhnya
dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta mengingat formasi yang
dibuka hanya berjumlah 1% dari keseluruhan formasi dan jumlah
penyandang disabilitas yang dipekerjakan sebagai PNS di Kota Yogyakarta
hanya berjumlah 2 orang dari 5.268 orang. Penerimaan PNS yang
dilakukan untuk penyandang disabilitas sebagian besar sama dengan
pelamar umum, namun ada beberapa tambahan, yaitu verifikasi langsung
dan surat keterangan dokter yang berisi jenis dan tingkat disabilitas.

2. Kendala yang didapati saat penerimaan PNS bagi penyandang disabilitas
beragam, mulai dari fasilitas yang kurang memadai, persyaratan
administrasi yang dinilai cukup berat dan dugaan perundungan, namun hal
ini dapat diantisipasi dengan standar operasional yang diterapkan BKPP
Kota Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Permen PAN-RB No. 36

Tahun 2018.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diberikan diatas, maka rekomendasi yang

dapat diberikan adalah:

1. Peraturan Menteri PAN-RB dalam penerimaan PNS untuk selanjutnya
hendaklah disusun dengan cermat dan juga memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang lain, baik secara vertikal maupun horizonal.
Melihat adanya pertentangan antara Permen PAN-RB No. 36 Tahun 2018
dan Pasal 53 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas, terjadi ketidaksinkronan
antara kedua aturan tersebut. UU Penyandang Disabilitas mengatur
bawasannya pemerintah daerah mempekerjakan minimal dua persen,
sedangkan dalam Lampiran Permen PAN-RB No0.36 Tahun 2018
mengamanatkan mempekerjakan/membuka formasi paling sedikit satu
persen bagi penyandang disabilitas. Hal ini kedepannya akan membuat
kebingungan bagi pihak penyelenggaran penerimaan PNS, dimana antara
UU dengan sebuah peraturan pelaksana tidak adanya sinkronisasi.

2. Bagi Pemerintah, terutama Pemerintah Pusat untuk menyusun sebuah
petunjuk teknis/klasifikasi formasi yang memuat mengenai formasi-
formasi yang lebih tepat untuk diberikan kepada penyandang disabilitas
dalam penerimaan-penerimaan PNS selanjutnya, dengan harapan bahwa
penyandang disabilitas dapat menduduki jabatan pemerintahan yang
didapati sesuai dengan kemampuan.

3. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta sebaiknya memperhatikan dengan

cermat tentang rujukan dasar hukum yang digunakan dan melihat aturan
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yang terkait dalam melaksanakan penerimaan PNS bagi penyandang
disabilitas. Seperti yang diuraikan sebelumnya, apabila melihat terjadinya
pertentangan antara dua atau lebih peraturan, maka Pemerintah Kota
Yogyakarta hendaknya menganalisis peraturan tersebut sesuai tiga asas
dasar peraturan perundang-undangan, seperti lex superior atau peraturan
yang kedudukan tinggi mengalahkan yang lebih rendah.

. Pemerintah seharusnya lebih mengembangkan metode tes seleksi untuk
tuna netra berupa braille yang memudahkan bagi penyandang tuna netra
untuk mengikuti tes. Tujuannya adalah agar tes yang diselenggarakan lebih
obyektif dan bagi penyandang tuna netra juga dapat terpenuhi hak-haknya.
. Bagi masyarakat untuk tidak melakukan perundungan kepada penyandang
disabilitas dan menghakimi bahwa penyandang disabilitas tidak bisa
melakukan apa-apa. Penyandang disabilitas bukanlah obyek melainkan
subyek hukum, oleh sebab itu sepatutnya warga masyarakat mendukung
penuh keberadaan penyandang disabilitas dalam berkarir, berkembang dan
meningkatkan kompetensinya untuk menjadi lebih baik lagi. Penyandang
disabilitas bukanlah seseorang yang tidak bisa berbuat apa-apa melainkan
seseorang yang melakukan kegiatannya dengan cara yang berbeda dari
warga masyarakat pada umunya.

. Bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kompetensinya,
termasuk dari segi pendidikan. Pendidikan tersebut dapat dibagi lagi yaitu
keterampilan dan keahlian. Selain keahlian, penyandang disabilitas juga

seyogyanya mulai mengembangkan kompetensi di bidang keahlian,
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mengingat saat ini aksesbilitas bagi penyandang disabilitas untuk
memperoleh pekerjaan di bidang keahlian kini sudah mulai berkembang.
Undang-undang juga sudah mengakomodir dan menjamin kesejahteraan
bagi penyandang disabilitas, terutama memperoleh lapangan pekerjaan,
sebagaimana diamantkan oleh Pasal 53 ayat (1) dan (2) yang mewajibkan
pemerintah pusat, daerah, BUMN dan BUMD mempekerjakan minimun
dua persen dari keseluruhan pegawainya serta perusahaan swasta yang
diberi kewajiban untuk mempekerjakan minimum satu persen dari jumlah
pekerjanya. Keberadaan salah satu pasal ini seharusnya menjadi semangat

bagi penyandang disabilitas untuk berkarir di bidang keahlian.
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